PERATURAN NAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR // TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENG GARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAFiA

Menimbang

Mongingal

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ’

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

a. bahwa bedasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor

noe

34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undd ng-undang
Republlik Indonesla Momor 18 Tahun 1997 lentang Pajak
Daerah dan Relribus| Daerah, Retribusi Iz Tempat Usaha
memenuhi kriteria jenis Retribusi Perizinan tertentu;

bahwa dalam rangka pemberian Izin Tempzl Usaha ~an
berdnsarkan kewenangan pemberian Izin Yempal Usana
oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka periy
diatur ketentuan dan tata cara pemberlan Sural izin Tempat
Usaha sebagai alat pengendali dan pengawasan Tempa!
(Usaha guna penggalian sumber pendapatan Duaerah:

nahwa sesuai pertimbangan diatas maka pem/menggéan dan
retribusi Izin Tempal Usaha, perlu diatur dan ditstapian

dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang  Nomor 28 Tahun 1859 - tentang
“tambentukan Daerah Tingkal I dan Kotarraja di Suniatara
selatan (- Lembaran Negara Tahun 1359 Nom:: 73
‘fambahan l.embaran Negara Nomor 1821 M

Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tenlang Paanr
Dawrah dan Relribusi Daerah (Lembaran Nejara Tohus
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negarn homor 2885
Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 TYahun 1907
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba:an
Menara Tahun 2000 Nomor 246, Tambalan Lembaran

Mixgara Nomor 4048):

Undang-undang  Normor 22 Tahud
Pemerintahan Daarah ( Lembaran Negara Tahun

N

Momor 60, Tambahan l.embaran Negara Namor 3839 )

1949 enlang
RIS

Undang-undang Nonior 20 Tahun 1997 tentang Retribus:
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1297 Nomor &6
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692):

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Rewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal
Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomaor 54
“ambahan Lembaran Negara Nomor 3957,

GoKeputusan

e O S et cn

e

"

S A——;




DFWANPURWAKILAN RAKYAT DAERALH KABURPATEN OGAN KOMERING

Menetapkan ;" PERATURAN DAERAH

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1898 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undargan dan 8entuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 70);

/. Peraturan Daserah Kabupaten Ogan Koméring it Nomor 4
Tahun 1985 (entang Penyidik Pegawal Negeri Sipil dalam

Kabupaten Ogan Komering Ifir;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 2
Tahun 2001 Pembentukan Orgenisasi Dinas-Dinas Daerah
dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2001 Nomor 2)

Dengan persetujuan

IR

MEMUTUSKAN

f KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI ZIN
TEMPAT USAHA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Doalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2 8

b

Iy

.

‘Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ilir:

Bupatl adalah Bupatl Ogan Komering llir:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Davan
Perwakilan Rakyal Dasrah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekre!ariat

Kabupaten Ogan Komering Ifir;

Kepala Baglan Perekonomlan Sekretarlat Daerah Kabupaten Ogan Koméring llir
disebut juga Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretarial
Daerah Kabupalen Ogan Komering llir;

tiadan adalah sekumpulan orang dan /atau modal merupakan kesatuan baik

Daerah

.yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melip uti

Perseroan Terbatas, Perseroan Komandher, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firmi, Kongsi,
Dana Pensiun, Parsekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa
Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembagz, Bertuk Usaha

Tetap dan bentuk-badan lainnya;

h. Peruysahaan. .
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Perusahaan adalah sellap bentuk usaha yang menjalankan setlap Jenls usaha
yang bersifal letap dan lerus menerus dan yang didirikan, bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk fuiuan
memperoleh keuntungan atau laba;

Sural 1zin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah sural Zin
alas penggunaan tempal untuk dapal melaksanakan keglatan usaha:

Sural Perintah Surat Jzin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SP-SITU
adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan
untuk memperoleh SITU kec¢il/m enengah/besar. ‘

perubahan keglatan'usaha yang dilakukan

-

Perubahan tempat usaha adalah
© 7 perusahaan:

Surat Pendaflaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnyé dapat disingkat

SPRORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar

nenghitungan dan pembayaran retfribusl yang terhutang menurit peraturan

perundang-undangan Retribusi Daera h;

m. Sural Keterangan Retribusi Daerah, yang selan|
surat ketetapan yang menentukan besarnya jum!

Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya
menentukan tambahan

>

utnya disingkat SKRD,adalah
ah retribusi yang terutang;

h. Surat Keletapan
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang

atas Jumlah reltibusi yang telah ditelapkan;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leblh Bayar selanjutnya disingkat SKROLS

0.
adalah Sural Keputusan yang menentukan jumlah kelebihapn pembayaran
refribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang
atau lidak seharusnya terwang,

p Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah

glhan retribusi dan atau sanksl administras| berupe

surat untuk melakukan (a

bunga dan atau denda;

9. Sural Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan
SKRDLD yang diajukan oleh Walib Retribusl:

r Penyldikan Tindak Pldana dibldang Retribusi Dserah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Siph yang selanjutnya
disebut Penyldik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buk'i
tu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Dacerah yang serts

menamukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Baglan Pertama
Sarat Izin Tempat Usaha

Pasal 2

(1). Setiap orang pribadi / badan yang melakukan kegiatan usaha
memperoleh SITU,



i

oDl TU sebagalmana diraksud pada ayat (1) terdirl |
voSHTH Keedl, '
HOoSITU Menaengah’
¢ GITU Bzsar.

Pasal 3

bt v,w.mngah pemberian SITU berada pada Bupati.

: Pasgal 4
SITU hertaku selama 5 (Ima) tahun,

Pésal 5

(1) Usaha yang diwajibksn untuk memperoleh $ITU Kecil adalah :

n Jasa berupa bengkel sepeda, tukang tempa/pandal besi toka arlojijam

lukang jahit, gunting rambut, cas acou;

eb okok seharkhari, kios daging, juai

b. Dagang berupa kios ecera
yenvaluys

tngaas, warung nasl, warung kopl, pembuatan kerupuk, «xio:
bahan bakar/hensin/solar/minyak tanah: 3

¢ Pabrik berupa pembuatan tahuftempe, pembuatan mie (basah/xering),

—
') saha yang diwajibkan memperoleh SITU Menengah adalah -

n Josa herupa - Bidan, Klinik bersalin, reparasi radio/TV/Tape Recor:ict
reparasi  alat-alat rumah  tangga/kantor, photo studie, pnoto cony,
rnklame/adversising,  bengkel las, duco, meubeler dan sejenisnyn,
tayloring/konveksi, salon kecantikan, rental kendaraan, tempat penitipan
anak, lembaga-imbaga kursus, titipan kilat, taxi, pencuclan muobli/sepeda

maotor. Bengke! sepeda molor, losmen/penginapan;

b Dagang berupa alat-alat rumah tanggaskantor, toko tekstiVpakalan jadi, loko
buku/alat tulis, ‘olko sepatu, toko alat-alat pertanian/pupuk/obat, makanran
ternak, toko barang pecah befah, toko obat‘mﬂwfﬁhﬁl@%‘h
fcko makan dan minum, (Legg_t obatfjamu, toko sepeda, toko kslontong: -
Penggiiingan roti. penggllingan kopi, penggilingan daging dan
pabrik batako/bata kembang/bata merah/genteng dan pabrik e4; /i,

’

(4. Usaha yang diwajibkan memperoleh SI1U Besar adalah . . ,
a. Jasa berupa perusahaan yang berbenfuk badan hukum (PTKCV. Fltma dan
usaha-usaha Ferseorangan), warel, praklek dokter, notaris, pengacria,
pollklinik, laboratorium, bloskop, toko radio{V, tape recorder, video case!e

Jan kulkas, pemborong bangunan/leveransir, jasa konstruksijalan, arsitek,

angkutan darat (hus, iruck), agen penerbangan, agen pelayaro/angkutiar
, - laut, EMKL, EMKU, usaha pergudangan (veem), biro konsulan c-¢
administrasl, biro perjalanan, kantor akuntan, perceiikan, esurans

perhotelan, balai pertemuan, pembuatan badan kapal molntiperat-u luyar
bengkel mobil, docking;

lain-lain,

fron® 5
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Perusahaan yang melakukan perubahan usaha wa
thengan

&

Dangana herupa perusahaan yang herbentuk badan hukum (PT, GV Firrma
dan nsaha dagang perseorangan), pedagang perantara, pedrgang antar

imeort, apotik, resteran/rumat makan,
tempat  penimbunan kayuwbatu/besl, pasir dan
toko serba. ada (dept. store) \Joko emes, optik toko

qejenlsnya,

nihderd , toko bahan hzngunan/toko alat-_a_lg_lﬂw@,_agen
bahan bak.az minv'ak.l pomp n3T730lar (SPBLY, usaha
perikanan/pengiriman hasil laut: opermns

Pabrik dan pertasibangan berupa pabrik minyak kelapa, pabrik necap/oura
pabrik rotl, pabrik limun, pabrik slrop. pabrik sabun, pabrik me
(hasah/kering) dan lain-lain, pabrik kaolin, pabrik karung plastik, pabrik
lraso, pabrik anggur/arak, pabrik keramik, tambang kaolin, pasir kwarsa,
tanah liat, pasir <aringan dan usaha-usaha yang sajenis lainnya,

pulau, aKsporty,
distributor/peny

Pasal 8

jib memperolah SITL spay
ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5

Pasal 7

(1) Usaha yang diwapbkan dibebaskan dar hewajban 'memperoleh SITU adalo)

i ’

edogang keliling, pedaaang asonqan, nvedagang keliling atau padagang xat:

lima
(7) Usaha yang dibeha«kan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat diborihan
SITU apabila dikehendaki yang bersangkutan,

(e

(2)

(P

(|

A

Baglan Kedua
Tata Cara Permintaan SITU
I*asal f

Permintaan SITL sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diafukan kepada

Bupali c.q. Kepala Sagian Sosial dan Ekonom dengan mengisi Formuliy §f
SITU (formulir model A) sebagaimana tercantum dalam Lampiran | ian
merupakan baglan yang tidak lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Permintoan SITL sebagaimana dimaskud pada ayat (1) harus drandatanga
oleh pemilik/Direktur Wama/Penanggung jawab Perusahaan

Pasal 9

sinintaan SITU sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8§ wajlb maampirkan
okumen-dokumen dengan ketentuan sebagal berikut :

Perusahaan yang betbentuk Perseroan Terbatas

1. Foto Capy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;

2. Folo Copy Swrat Kepulusan Pengesahan Badan Hukum dari Menter

[Kehakiman bagl Perseroan Terbatas: X
3 Folo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimplnan/Dire-tur

Utama/Penanggung Jawab Perusahaan,
4. Folo. Copy NPWP Perusahaan dan NPWRD;

5 Neraca awal porusahaan;
Rekomendasi dari Desa/l.urah diketahui oleh Camat seter nat

b Parysahasn
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moerueahaan herhentuk Kaparasal
I -Folo Copy Akla Pendirian Koperasi yanq leiah mendapa'kan pengesahan
dari lnstansi herwenang,
2 Folo  Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)  Pimpinan/Direktur
Utama/Penanggung Jawab Koperasi:
3. Foto Copy NPWP Perusahaan dan NPWRD:

4. Neraca awal perusahaan;
5 Rekomendasi dari Desa/Lurah dlketahm oleh Camat setempat.

. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperas|

I Perusahaan Persekutuan
A Folo Copy Akta Pendirlan Parusahaan/Akta Notaris yang telah

didaftarkan pada Pengadilan Negeri;

h Folo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) PimpinarvPenanggung
Jawab Perusahaan:

«. Foto Copy NPWP Perusahaan dan NPWRD:

4 Maraca awal perusahaan,

b omendasi aari Desa/lLurah diketahui oleh Camal setempat

i

Parnsahaan Perorangan -
A Folo Copv Kartu Tanda Penduduk (KTP) Plmpinan/Penanggung
Jaewol Perusahaan,

h Foto Copy MPWRD;
c. kekomendasi dari Desa/Lurah diketahui oleh Camal sctempat.

Apabila dalam jangka waklu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan
permohonan penpesahan badan hukum kepada Menteri Xehakiman,
flermohonan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum
mendapatkan Surat Kepulusan Pengesahan Badan Hukum darl Mentar
IKehakiman, maka pemohon SITU cukup melamplirkan foto copy buktl aelor
hiaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari
Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan

SITU.

Farhindtap pamohon S1TU sebagaimana dimaksud pada ayat (
memparoleh Sural Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari
Kehakiman wolib menyampalkan foto copy Surat Keputusan Pengeszhan
Badan Hukum dari Departemen Kehakiman kepada Bunati paling lambat ¢
(rha belds) hari karja terhitung sejak tangqgal ddarbitkar:iya surat oengesahan

Z) apabila lelah
Menter

fersebut,

- Fole Copy sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus dilarmpirket aslinya

guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang

hersnngkutan selelah penelitian dokumen selesal

Apabila seluruh persyaratan lidak terpenuhl, maka orang atau badan yang

| mengajukan permohonan SITU tidak dapat diterbitkan.

Pasal 10

Peruanhaan  yana  dibebaskan dari  kewajlban  memperoleh SITU
sehagalmana dimaksud dalam Pasal 7 dapal diberikkan SITU apabila
dikehendaki oleh netusahaan dengan menyampaikan SP-8ITU kepada
Bupati-melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah t(ahtfpaten

Ogan Komering llir dengan melampirkan :

a. Folo. ..



(1.

(3)

(4).

(5)

A bt Copy F LD amilik/Di ek e Utamaifananggung Jaw b
belute Cony satal kelerangan Lonnsili dar Lural/Kepala Desa selempal

Fato Copy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disertal
aslinya yuna penelitian dan akan dikembalikan kepada peruszhaan yang

bersangkutan sotelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 11

Selambol Iambatnya'G (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SITU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 secara lengkap dan
benar, Bupall wajib menerbitken SITU dengan menggunakan Formulir Mode!

3 sebagaimana {ercantum dalam Lamplran Il dan merupakan baglan yYang
titak terpisahken dari Peratluran Daerah inl dengan ketentuan sebajai
bovrhoat

o warno putth untuk SITU kecil;

b warna merah untuk SITU Menengah:

¢c.owarna kuning untuk SITU Besaf;

Apabila pengisian surat permintaan dan kelengkapannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati selambat-
lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-$ITU Model A
wajib melakukan perusahaan yang bersangkutan disertal alasan-alagannya

Perusahaan sebagalrﬁana dimaksud pada ayat (2) wajlb melakukan
pethaikan dan atau melengkapl persyaratan selambat-lambatnya 6 (enam:
hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan pembarian $I1TU

Apabila sctelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
aynt (3) Perusahann yang hersangkutan lidak dapal memenuhl persyaratar
dengan lengkap dan benar, Bupali menolah permintaan SITU ity
beraangkulan,

Perisahaan yana ditolak parmintaan SI1Unya dapal menyajukan kempal

permintaan SHTU

Baglan Ketlga

Penunjukan Pejabat Penerbit SITU
Pasal 12

Apabila pejabatl yany) berwenang menerbitkan SITU berhalangan selama 6 (enam)
harl kerja berturut-turut, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk sgtu pejabal
selingkal lebih rendah yang berlindak unluk dan atas nama peiabat yang

hersangkutan untuk menerbitkan S1TU.

Bagian



Baglan Keempat
Perubahan Usaha

pPasal 113

(1). Perusahaan alau Badan yang telah memperoleh SITU apabila melakukan

(&),

petubahan nsaha sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 selambat-lambatnya
botigay bulan terhitung  sejak  dilakukan perubahan, wijib mengajukan
permintaan  perubahan SITU kepada Bupati melalui Kepala Bagian

Perekonomian.

Ferusahaan atad badan yang telah memperoleh SITU apablla melakukan

perubahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf kK uietapkan

sobhagai berikut

SITU Kecll, yang mengadakan perubahan usaha menjadi lehih besar
iehagalmana  dimaksud dalam Pasal 5 ayal (2), wajilb mengnajutan
perubahan SITU Kecll menjadl SITU Menengah '

b. SITU Menengah, yang mengadakan perubahan usaha menadi lebih besar
dari semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (3) wajib
mengajukan perubahan SITU Kecll menjadi SITU Besar.

- GITU Kecll, yang mengadakan perubahan usaha menjadi lebih besar
sebagalmana dimaksud dalam Pasal § ayal (3), wajib ‘mengajukan
peruhahan SITU, Kecil menjadi SITU Besar,

d. SITU Menengah atau SITU Besar, yang mengadakan perubahan usahe
menjad! leblh kecil sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wafit
mengajukan perubahan SITU Menengah/Besar menjadl SITU Kecll

3|

Parubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajit mengis!
Formulir SP-SITU Kecil/Menengah/Besar Model A

Dupali selambal-lambalnya 6 (enam) hari kerja terhHung sejak diterimarya
permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

wajib mengeluarkan SITU dengan mengeluarkan Formulir Model B.

Perubahan usaha yang tidak termasuk dalam Pasal 3 wajib dilaporkan secara

.torm{is kepada Bupati melalui Kepala Baglan Perekonomian tanpe. mengganti

atau mengubah SITU yang telah diperoleh.

Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja lerhitung sejak diterimanya

| laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengeluarkan

Surat Persetujuan Perubahan Usaha dengan menggunakan Formullr Model G,
sebagalmana tercantum dalam Lampiran VIl dan merupakan baglan yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pagal 14

Apabila SITU yang telah diperoleh Perusahaan atau Badan hilang atau rusak

.tidak lerbaca, Perusahaan atau badan yang bersangkutan harus rnengajukan

permintaan penggantian SITU secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala
Daglan Perekonomian urduk memperoleh SITU baru.

(2). Parmmntaan. ..



() Parmintaan poﬁggamlan SITU yang hllang atau rusak sebigaimana dimaksud

il

pada ayal (1) diajukan dengan kelenfuan sebagaiberikut ;
4. Dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9
b Melamplrkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat bagl SITU

yang hilang;
¢ Melampirkan SITU asli baql yang rusak

. Gelambal-lambatnya 6 (enam) hari Kerja terhitung sejak diterimanya surat

permintaan penggantlan SITU sebagalmana dimaksud pada 2yat (2), Bupati
wajlh mangeluarkan SITU dengan menggunakan Formullr Model 8.

Baglan Kellma
Pelaporan

Pasal 15

f'erusabaan pemegang G Kecll dihebaskan darl kewajlban menyampaikan

lapcran
Perusahann sehagalmana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (2) yang telah
memperoleh SITU menengah wajib menyampaikan laporan kepada Bupall
melalui Kepala Bagian Perekonomian mengenai kegiatan usaha sebanyak

I (satu) kali dalam setahun.
Perusahsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (3) yang telah
meniperoleh SITU Besar wajlb menyampaikan laporan kepada Bupati melalui
Kepala Bagian Perekonomian mengenai kegiatan usaha sebanyak 2 (satu) kaii
dalam setahun

Menyampaikan laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan jadwal sebagai berikut -

A Semesler perlama selambal-lambatnya setiap tanggal 31 Juli,

U Semester kedua selambat-lambalnya setiap tanggal 31 Januari fahun

benkutnya,
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) disampaikan
dengan menggunakan formullr Model C sebagalmana tercantum dalam
Lampiran Il dan merupakan bagian yang tldak terpisahkan dari Perafuran

Daerah ini,
Pasal 1€
Setlap badan perusahaan atau badan yang sudah tidak lagl melakukan

kegiatan usaha atau menulup perusahaan.
Bupali yang mengeluarkan SITU Perusahaan yang ditutup sebagaimana

'dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan Keputusan penutupan Perusahaan

dengan menggunakan Formulir Model H sebagaimana tercarﬁum dalam
Lampiran VIl dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan da‘rr Peraturan

Daerahini

BAB [



BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 17

Dengan nama fxelribusilzin Tempat Usaha dipunqut retribusi sebagai pembayaran
atas pemberlan lzin tompal usaha. '

'Pasal 1R

Obyek relribusi adalah pemberian izin tempat usaha.

Pasal 19

Lubyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat

ugaha

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 20

Retribusl lzin tempat usaha digolongkan sebagal Refribusi Perlzinan tertentu

BAB V
CARA MEMGUKUR TIHNGKAT PENGGUNAANK JASA
Pasal 21

Tingkal penggunaan jasa lzin Tempat Usaha dihitung berdasarkan jenis kegiatan

anha

BAB VI

PRINSIP DAM SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 22

aran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan

Drinsip dan sas
pengawasan dan

pada tujuan untuk blaya penyelenggaraan pemberlan izin,
penertibannya.

BAB Vil
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
pasal 23 '
(1). Tatil digolongkap berdasarkan jenis sural zin lempat usaha yang diusahakan.

(2) Begarnyadarlf reteibus) diletapkan sebagal berikut e
Rp . 76.000,/

Rp 125.000 -
Rp 250.000 -

n. 5)TU Kecll
b SITU Menengah. ...

¢, I TL Besar. ... i
i . (3) Perubahan



(3) Perubahan struktur dan besarnya tarlf sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah selanjulnya

ditetapkan dengan Keputusan Bupali dengan persetujuan DPRD.

- BAB Vil
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 24

Retribusl yang terutang dipungul di wilayah daerah tempat (zin {empat usaha

dlherikan.

. BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTANM
Pasal 25

(1). Pem ungutan Relribusi tidak dapat diborongkan;

(2). Retribusi dipungut dengan mengaunakan SKRD dan dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKRT

BAB X
TATA CARA PEMAGIHAN
Pasal 28

(1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sehagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan refribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari

sejak Jatuh tempo penmbayaran.

-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejat a
yang ditunjuk.

BAB XI
SANKSI

Baglan Kesatu
Sanksg! Administrasi

Pasal 27

(1). Perusahaan diberi peringalan lertulis apabila .
a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal

Peraturan Dacrah 1ni;
b Melakukan keglatan usaha yang tidak sesual dengan bidang usaha,
kegiatan usaha, dan jenis usaha yang tercantum dalam SITU yang telah

dipetoleh;
Adanya laporan/pengaduan dari pejabal yang berwenang bahwa
Perusahaan tersebut dak memenuhl kewajiban perpajakan sesual

ketentuan yang berlaku.

16

(2). Peringatan. ..



1~

(2). Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan
oleh pejabal yang berwenang mengeluarkan SITU dengan menggunakan
formulir Model D sebagaimana tercantum dalam l.ampiran |V dan merupakan
hagian yang lidak terpisahkan dari Peraturan Dearah ini.

Baglan Kedua
Pembelcuan

Pagal 28

(1) SITU dibekukan apablla tidak mengindahkan peringatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayal (2),

(2). Selama SITU dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan

kcglatan usnha perdagangan: ,

Jongka waktu pembekuan SITU bagl perusahaan sebagalmana dimaksud

dnlam Pasal 27 ayat (1) huruf @ dan b berlaku selama 6 (enam) bulan

terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SITU.

(4). Pembekuan SITU dilakukan oleh Bupati melalui pejabat yang berwenang

meanerbitkan SITU dengan menggunakan Formullr Model E sebagalmana

tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terplsahkan

darl Peraturan Dearah Inl.

S11U yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembal apabila Perusahaan

yang bersangkutan lelah mengindahkan peringatan dengan mejakukan
perbalkan dan melaksanakan kewajibannya sesual dengan ketentuan dalam

Peraturan Daerah Inl.

(5)

Baglan Ketiga
Pencabutan

Pasal 29

(1) SITU dapat dicabut apabila :
3. SITU yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau
palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesual ketentuan

dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 13.

b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbalkan setelah
melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (3). ,

_Perusahaan yang bersangkutan
Perundang-undangan yang berlaku.

“a.

melanggar ketentuan Peraturan

o

(2). Pencabutan SITU dilakukan oleh Bupali melalui pejabatl yang berwenang
menerbitkan SITU yang bersangkutan dengan mengounakan formiilir Mod’el F
sebagalmana tercantum dalam Lampliran VI dan merupakan baglan yang tidak

terpisahkan dari Peraturar Daerah ini.
Pasal 30

Dalam hal walib retribusi tidak membayar tepat pada wakiunya atau kurang
mlnistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

membayar, dlkenakan sahksl ad . (du
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRO.
. BAB Xil. ...




BAB x|
KETEXTUAN PERALIHAN

Pasal 31
[TU yang telah diperole Petusnhasn sgebelum ditef
W, dinyalakan lelap berlaky

gan ketentuan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak
erlakunya Peraluran Daerah ini harug menyesuaikan dengan Peraturan Daerah
L

BAB X
KETEMTUAN PIDANA

Pasal 32
(TR Wajib relribiysi yang lidak
keuvangan dacrah dianc
denda paling hanyak 4 (

melaksanakan kewajiban sehin
am pidana Kurungan paling

empat) kall retribuys| terutang

gga merugikan
lama 6 (enam) bulan atay
. ifTindak pidana
elanggaran
|

sebagalmana  dimaks g pada ayal (1) pasal Inl adalan

BAB Xlv
PENYIDIKAN
Pasal 33

(1). Pejabat Pegawal Negérl Sipll tertentu di lingkungan Pemerintgh Daerah diber|
ewenang khusus sebagal penyidik uniuk melakukan penyidikan tindak
idana, dibidang retribusi daerah.

(2). ewenang penyidik sebagaiman

' ,“, berkenaan dengan tindak pldann di bidang
H. laporan tersebut menjadi langkap dan Jelas:

Meneliti, mencari dan mengump
alau badan lentang kebenarar
tentang kebenaran perbuata:
idana dl bldang retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan buktl dar
ehubungan dengan tindak pidan

femeriksa buku-bukuy,
erkenaan dengan tind

ulkan keterangan mengenai orang pribadi

1 mengenai orang pribadi alay badan
1 yang dilakukan sehubungan dengan tindak

orang pribadl atau badan

a dibidang retribusi:

catalan-cataten dan

Ak pldana dibldang retribusi

¢ Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
encatatan dan dokumen-dokumen laln, serta melakukan penyitaan

rhadap bahan bukt tersebut.

dokumer»dokumen lain

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam

. rangka melaksanakan tugas
pgnyidikan tindak pidana dibldang retribus!:

g. Menyuruh.



